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Mencari Relevansi Teori dalam Menganalisis
Sikap MPR 1998-2000

terhadap Gagasan Negara Hukum
yang Demokratis

Margarito Kamis

Abstract

Asociological approach isthe relevant and appropriate one to clarify the current phenomena
in line with administrative iaw. Its significance can betraced from three views; firstly, interaction
andinterrelationship among the phenomena: law, economy, politic andculture have been
considered more important toward aspects of the current state affairs issue. Secondly,
hope, perception, and value are continuously developed and rapidly changeable.
Theoretically and,practically, the change has an influence to the stateaffairs system.
Thirdly, historically the state affairs form of a country provides as well as constitutes a
reflection ofdynamic andinteraction among politic, economy, law, andcultural dimensions
at that time. Ethical quality andstateaffair philosophy ofa country should be investigated
and put into their context.

Pendahuluan

Negara hukum, demokrasi, otokrasi atau tersebut benar-benar merupakan sebuah
apapun namanya merupakan penanda atas negara hukum. Konstitusi tertulis atau tidak
suatu negara. Menandaisuatu negara sebagai tertulis, betapapun lengkapnya, tidak dapat
negara hukum, acapkali memblngungkan. berbicara sendiri. Di tangan aparatur
Demlklan juga menjelaskannya dalam negaralah ia diiaksanakan. Pasang surut
konstitusi, jika negara tersebut memiliki pelaksanaan negarahukum diindonesia hams
konstitusipun, tidak serta membuat negara dipahami dalam konteks tersebut. Lev,^

^Daniel S. Lev. 1978. 'Judicial Authority andtheStruggle for an Indonesian Rechstaat." Lawand Society
Review. hlm.13.
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mengakui gerakan memperjuangkan
peiaksanaan negara hukum, tidak timbul dari
ruang kosong, Gerakan tersebut beriangsung
dalam kelompok-kelompok yang tidak
beruntung karena adanya pola pengaturan
polltik, ekonomi dan sosial yang diskriminatif.

Pasang surut pemerintahan dl Indonesia,
menunjukkan betapa tidak mudah, bahkan
tidak berartinya konseptualisasi negara hukum
Indonesia yang dipatrikan dalam penjelasan
UUD 1945. Penjelasan UUD 1945, secara
tegas mematiikan Indonesia sebagai negara
hukum. Demikian juga pemerintahan
dijalankan berdasarkan hukum. Dalam
pengertian yang umum kata-kata "berdasarkan
hukum" dimengerti sebagai tindakan
pemerintahan harus dapat dipertanggung
jawabkan. Tindakan tersebut harus dapat
dinalar berdasarkan prinsip-prinsip hukum.
Demikian juga harus dapat dikoreksi secara
hukum, tentu bila ia tidak memenuhi standar-
standar hukum. Secara singkat, hukum
merupakan suatu batasan normatif atas
kekuasaan.Peters dan Koesriani Siswosebroto^
melihat kekuasaan berdasarkan hukum
bertujuan untuk mendepersonalisasi
kekuasaan. Maksudnya adaiah untuk
menundukkan pelaksananya kepada aturan-
aturan hukum. Sekaligus melindungi warga
negara dari tindakan sewenang-wenang
penguasa. Karena itu, seringkali hukum dilihat

sebagai antitesa terhadap kekuasaan.
Menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum,
secara teoritik sama artinya dengan
membatasi kekuasaan tersebut. Tetapi
postulasi tersebut tidak teriampau benar dalam
tataran praksis. Secara praksis terdapat relasi-
relasi yang dilematis. Relasi antara hukum
dengan kekuasaan pada dirinya mengandung
potensi dilematis. Letak dilematisnya adaiah
kekuasaan membutuhkan keleluasaan
bergerak, terutama pada konteks adminsitrasi.
Di sisi lain, gerak kekuasaan harus berada di
bawah kontrol dan berdasarkan hukum.^

Sejarah Indonesia menunjukkan
pergeseran kekuasaan telah terjadi pada
pericde awal kemerdekaan. Setidak-tidaknya
ketika terjadi pergeseran dari kabinet
presidensial, walaupun tidak mumi ke sistem
yang bersifat parlementer. Pergeseran tersebut
diawali dengan dikeluarkannya Maklumat
Wakil Presiden No. XTahun 1945.^ Bagaimana
dengan pergeseran dari negara hukum
menjadi negara otoriter. Pergeseran ini terjadi
ketika Soekamo, Presiden Indonesia pertama
tersebut mendekritkan keputusannya untuk
kembali ke UUD 1945 dan memperkenalkan
demokrasi terpimpin. Tindakan ini dinilai oleh
Jhones^ sebagai suatu tindakan diktatorial.
Babak kedua penyelewengan negara hukum,
kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh
Soeharto, walaupun pada awal

2A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto. 1990. "Hukum dan Perkembangan Sosial." Buku Teks
Sosiologi Hukum Buku III. Jakarta: Sinar Harapan. Him. 53.

^Yusril Ihza Mahendra. 1996. Dinamika Tatanegara Indonensia (Kompilasi Aktual Masalah
Konstitusi, Dewan Perwakilan danSistem Kepartaian). Jakarta: Gema Insani Press. Him 45.

*lsmail Suny. 1986. PergeseranKekuasaan Eksekutif. Jakarta: Aksara Baru. Him. 28.
®Howard Palfrey Jhones. 1980. Indonesia: the Posibie Dream. Singapore/Jakarta: Gunung Agung.

Him. 240.241.
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kekuasaannya, dimaksudkan sebagai sebuah
koreksi total atas penyimpangan yang
dilakukan Soekarno. Kekuasaan Soeharto,
secara simbolis dan poiitis dipatrikan sebagai
kekuasaan yang akan melaksanakan
konstitusi secara murni dan konsekuen.®

Hasilnya adalah suatu penyelewengan negara
hukum secara konsekuen.

Dimensi Emplris Negara Hukum

Menelusuri kebangkitan dan perjalanan
gagasan negara hukum, demikian juga
implementasinya, ibarat suatu garis
bergeiombang. Acapkali mengalami patahan,
titik balik-yang takterhindarkan. Tetapi seperti
blasanya, setlap kali terjadi stagnasi, seiaiu
merupakan rangsangan dan titik balik bagi
sebagian orang untuk meiakukan periawanan.
Cita-cita suatu komunitas, untuk tidak
menyebut semuanya, karena kesadarannya,
daiam mana pemerintahan berdasarkan
hukum, pemerintahan perwakilan dan terjamin
beberapa hak dasar seiaiu menjadi pemasok
energi untuk meiakukan periawanan.
Kesadaran Iain yang turut menjadi energi
periawanan adaiah demokrasi, betapapun
ambigunya konsep tersebut. Demokrasi
menjanjikan kesempatanyangsama terhadap
semua orang untuk mengaktualisasikan
dirinya.^

inggris, menjadi penyumbang terbaik
gagasan negara hukum. Waiaupun pada

awainya hanya dibatasi pada isu hak asasi
manusia. Magna Charta 1215, kendati sering
disaiah-persepsikan sebagai plagam hak
asasi,tetapi tidak dapatdiingkari bahwa, tanpa
piagam ini teriampau sulit untuk menjeiaskan
negara hukum inggris. Daiam uraiannya,
Davidson® menjelaskannya Magna Charta
1215 iebih merupakan kompromi antara kaum
bangsawan dengan Raja Jhon tentang
pembagian kekuasaan antara raja dengan
kaum bangsawan. Kata-kata hak asasi
tersebut baru memperoieh makna yang iuas,
seteiah dibuatnya Bill of Rights (1689). Pada
Bill iniiah untuk pertama kaiinya muncui
ketentuan-ketentuan untuk perlindungan hak-
hak atau kebebasan individu. Sebagaimana
diperikan daiam juduinya AnActDeclaring the
Rights and Liberties ofthe Subjectand Setting
the Succession of the Crown merupakan hasii
perjuangan pariemen melawan pemerintahan
raja-raja Gangsa Stuart yang sewenang-
wenangpada abad ke 17. Piagam ini disahkan
seteiah raja James ii dipaksa turun tahta dan
Wiiiiam iii dan Mary ii naik tahta, menyusul
revoiusi gemilang The Glorias Revolutions,
pada tahun 1688.Kekuasaan diperlemahoieh
pariemen.

Magna Charta 1215, iebih-iebih Bill of
Rights 1689 menunjukan suatu hai yang
sangat berarti bagipeguangan menumbangkan
kekuasaan despotik. Memaksa membagikan
kekuasaannya dengan pihak lain, kaum
bangsawan misainya, menandai suatu tesis

®Abdulharis Nasution. 1966.Ketetapan-Ketetapan MPRS1966. Jakarta;TanpaPenerbit. Him. 22.
^DavldApter. 1996.PengantarAnalisaPolitik. Jakarta:LP3ES. Him. 168. ,
®Scott Davidson. "Human Rights." Terjemahan A. Hadyana Pujaatmaka. 1994. Hak Asasi Manusia.

Jakarta: Pustaka Utama Graflti. Him. 2-3.
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bahwa kekuasaan dapat dipaksa untuk tunduk
pada kemauan orang banyak. Bukan itu saja
kekuasaan pun dapat dibubarkan bila dilawan,
jika kekuasaan tersebut sewenang-wenang.
Bagaimana dengan Amerika Serikat? Sebagai
sebuah koloni Inggris, mereka dipaksa untuk
membayar pajak yang sangat memberatkan.
Dl samping itu Revolusi Inggris Glorias
Revolution turut disertakan sebagai pemasok
energi perlawanan. Seperti terllhat dalam
Declaration of Independence-nya (1776),
yang disusun oleh Thomas Jefferson, kata-
kata kesamaan derajat sebagai manusia, hak
terpatrikan dengan sendirlnya sebagai
manusia terlihat amat jelas. Berikut ini
cupiikan sebagian dari kata-kata tersebut
"Kami menganggap kebenaran-kebenaran
berikut sudah jelas dengan sendirinya: bahwa
menusia diciptakan sama, bahwa penciptanya
telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu
yang tidak dapat dicabul. Bahwa sebagian dari
hak tersebut adalah hak untuk hidup, dan
mengejar kebahagiaan. Bahwa untuk
mengejar kebahagiaan ini orang mendlrikan
pemerlntahan, yang memperoleh
kekuasaannya yang benar berdasarkan
persetujuan yang diperintahnya. Kapan saja
suatu pemerintahan merusaktujuan-tujuan ini,
rakyat berhak mengubah atau
menyingkirkannya.'®

Berbeda dengan Amerika, Perancis,
mungkin memiliki sedikit kesamaan dengan
Inggris. Jika Amerika bemsaha menjadi suatu
bangsa yang berdaulat dan merdeka, maka
Perancis justru berusaha menghancurkan

pemerintahan yang absolut. Soalnya adalah
bagaimana menciptakan suatu legitimasi.
Apakah kekuasaan absolut tersebut dengan
sendirlnya menjadi legitimasi gerakan
mereka? Jika kekuasaan yang absolut
dijadikan legitimasi gerakan, pertanyaannya
adalah dari mana orang memperoleh hak
untuk menghancurkan kekuasaan absolut
tersebut. Solusi teoritis yang dikemukakan
untuk memecahkan problematik itu adalah
rakyatlah yang berkuasa. Isu ini menjadi tesis
sentral gerakan perlawanan Perancis. Dalil
sentral konsep ini: kedaulatan suatu negara di
tangan rakyat. Karenanya, pemerintahan
haruslah di tangan rakyat. Setiap pemerintah
yang tidak tanggap terhadap tuntutan warga
negaranya dapat diubah dengan pemyataan
kehendak rakyat'"

Memindahkan kedaulatan, dari raja ke
rakyat, atau dari negara ke rakyat, dan
memasung kekuasaan dengan hukum, beium
benar-benar menjamin terselenggaranya
suatu negara hukum. Pemerintah, dapat
disinggkirkan setiap saat, dengan alasan-
alasan hukum. Tetapi, dapat juga terjadi
sebaliknya. Negara, tentu setelahmemberikan
kerangka normatif terhadap kebijakannya,
legitimasi formal dapat memaksakan
kehendaknya. Dalam banyak kenyataan, tidak
seluruh rakyat memperdulikan pengelolaan
negara. Banyak penyimpangan, tidak serta
membuat rakyat mengikhtiarkannya dengan
suatu tindakan yang produktif konstitusional.
Secara empiris pula, tidak mudah membuat
rakyat untuk secara terus menerus

"Steven B. Presser &Jamill S. Jainaldin. 1980. LawandAmerican History. NewYork: Wets Publishing
Co. Him. 114-115.

"Scott Davidson. OpCit Him. 5-6.

104 JURNAL HUKUM. NO. 14 VOL 7. AGUSTUS 2000:101 -114



Margarito Kamis. Mencari Relevansi Teori dalam Menganalisis Sikap MPR 1998-2000...

mengikhtiarkan kekuasaan dengan
menggunakan haknya. Postur negara hukum
Jerman di bawah Hitler merupakan suatu
preseden menarik. Di bawah idiologi Nazi, hak-
hak dasar manusia disandera. Doktrin Hitler,
tidak saja menguasai aiam pikiran poiitik, tetapi
merambah hingga proses peradiian. Hukum.
yang digunakan tidak lagi netral. Hukum,
berpihak bahkan dianugrahkan untuk
mengkonsoiidasikan doktrin Hitler.
Nasionalisme Jerman, dimanipuiasikan
sedemikian rupa tiingga memunculkan suatu
pemerintahan fasis. Ciri utama adaiah
penggunaan teror, pengagungan seseorang,
permusuhan terhadap keaneka-ragaman,
konflik intemai dan tidak adanya kekangan
hukum bagipenguasa." Ciri Ini jugaditemukan
pada kekuasaan Staiin di Uni Soviet.'̂ Jika di
Amerika Serikat, yang ditekankan daiam rule
of Law adaiah Freedom, maka di Uni Soviet
ditekankan pada Responsibility.^^

Kasus negara hukum Indonesia
menampiikan sebuah keunikan. Di bawah
UUD 1945 yang dinyatakan kembali
diberiakukan oieh Soekarno justru negara
hukum diselewengkan. Penyeiewengan itu
terjadi ketika Soekarno,dengan kekuasaannya
membubarkan dan membentuk sendiri MPRS.

Pembentukan yang dilegitimasi dengan
Penpres No. 2 Tahun 1959. Demlkian juga
pembentukan DPR-GR. Soekarno kembaii
menggunakan Penpres,senjata pamungkasnya,
No. 4 Tahun 1960 membubarkan DPR yang
terbentuk berdasarkan UU No. 7 Tahun 1953^*

Soekarno kemudiandigantikanoieh Soeharto.
Soeharto, memberikan harapan kepada
banyak pihak dengan mematrikan
kekuasaannya sebagaikekuasaan yanghendak
melaksanakan UUD 1945 secara murni.

Tetapi, ternyata teriampau naif untuk
mengatakan bahwa Rezim baru benar-benar
melaksanakan negara hukum. Hukum justru
digunakan secara konsisten untuk
mengkonsolidasi kekuasaannya. Negara, di
bawah Soeharto tidak iebih sebagai sebuah
Otoriter Birokratik Rente.^^ Partai Poiitik

dibatasi perannya. Hak poiitik pegawai
negeripun digerogoti. Mereka hanya
menyalurkan aspirasi poiitik, kalau ada dan
diperkenankan kepada Golkar, pilar utama
Kekuasaan Soeharto. Militer, diperluas peran
sosial politiknya. Pemiiihan umum yang
diiaksanakan secara berkaia oieh Orde Baru

tidak mewakiii apalagi mempromosikan
kedaulatan rakyat.'® Sumberdaya ekonomi
dikeloia secara sentraiistik dengan pola

"Charles F. Andrian. "Political Ufe andSocial Change.'Terjemahan Luqman Hakim. 1992. Kehidupan
Poiitik dan Perubahan Sosial. Jakarta: Tiara Wacana. Him. 301-302.

"/bid.

^^Oemar SenoAdji. 1980. Peradiian Betas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga. Him. 19.
"Beny K. Harman. 1997. Konvlgurasi Poiitik dan Kekuasaan Kehakiman DiIndonesia. Jakarta:

ELSAM. Hlm.123-124.

^^Arief Budiman. 1991. Negara dan Pembangunan: Studi TentangIndonesia dan Korea Selatan.
Jakarta:Padidan Kapas. Him. 53.

'®Dewi Fcrtuna Anwar. "Format Poiitik OrdeBaru danAgenda Pengembangan Demokrasi Poiitik". Dalam
Syarofin Arba, Ed. 1998. Demitologisasi Poiitik Indonesia, Mengusung Elitisme Dalam Orde Baru.
Jakarta: CIDES. Him. 3.
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governance as privat enterprise. Distribusi
sumber daya ekonomi berjalan dengan pola
distributionalcoalitions^^ Ikhtiar Soeharto untuk
melunakkan penyelewengan negara hukum
seolah berlomba dengan waktu. lahams tumn
dari kekuasaan setelah dipaksa rakyat yang
ditekannya selama bertahun-tahun, menyusul
krisis ekonomi yang sangat dahsyat pada tahun
1997.

Melacak Relevansi Teori

Filsafat hukum alam ternyata telah
merangsang pertumbuhan pemikiran tentang
hak asasi manusia. Demlkran juga tentang
negara dan hukum. Penegasan tentang
kesamaan derajat bagi semua orang
merupakan salah satu sumbangannya.
Konstruksinya reiatif lebih mudah. Tetapi
berbeda ketika negara dan hukum
dlkonstmkslkan. Menampilkan penggunaannya
alam dalam mengkonstrukslkan hak asasi
manusia, tidak berarti mengabaikan
pertentangan di dalamnya. Tahap-tahap
perkembangan hukum alam menampilkan
perbedaan-perbedaan itu. Perbudakan,
bagaimanapun pemah muncui sebagai suatu
pranata yang mendapat legitimasi hukum
alam. Hingga beberapa waktu kemudian,
sekitar abad pertengahan baru lembaga,
bukan saja perbudakan, melainkan misalnya

supremasi hukum tuhan, dengan akal yang
paling agung secara gradual dideligitimasi.'®

Friedman^^ menjeiaskan bahwa Grotius
dan golongan rasionalis memiliki tujuan yang
sama dengan para teoritikus abad
pertengahan. Kalangan ini beranggapan
bahwa merekalah yang membentuk tatanan
objektif. Revolusi inggris tahun 1688, Perancis
1789, dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika
Serikat, hukum alam dlgunakan oleh individu
yang sedang mencapai puncaknya untuk
tujuan yang berbeda. Pada abad pertengahan
pula banyak penuiis mengemukakan
pandangannya tentang sumber hukum.
Menurut Friedman," Salisbury, sebagaimana
dikenali dari buku yang dipersiapkannya;
"Politicraticus" mengakui negara, yang
sebelumnya ditolak eksistensinya, justru
menumt Saiibury merupakan suatu institusi
yang berguna bagi masyarakat. Di bidang
hukum, Friedman melihat, walaupun untuk
sebagian masih berhubungan dengan filsafat
hukum alam, selebihnya mulai
memperlihatkan skeptisisme terhadapnya.
Sebab pada saat yang sama, bermula dari
prinsip hukum alam pula teori-teori hukum
mulai mempersiapkan prinsip National
Sovereignty, untuk abad-abad berikutnya.
Pemikir-pemikir hukum pada abad tersebut,
mulai membangun pemikirannya berdasarkan
kontrak sosial, tegas maupun samar-samar.

"Sritua Arlef. 1997. Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia Pemberdayaan Rakyat dalam
Arus Globalisasi. Jakarta: Zaman. Him. 63.

"W. Friedman." Legal Theory". Terjemahan MuhamadArifin. 1990. Teori dan FilsafatHukum, telaah
Kritis atasTeori-teori Hukum (susunan I). Jakarta: Rajawali. Him. 57-58

'^Ibid. Him. 73-74.

"/b/d. Him. 54.
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Pendapat sebelumnya yang menyatakan
bahwa kekuasaan politik bersumber dari
Tuhan ditolak. Sebabnya adaiah dalil itu
meiahirkan penguasa yang sewenang-
wenang dan absolutis.

Delegitimasi kekuasaan absolut di satu
pihak dan justifikasi atas kekuasaan yang
didasarkan padakehendak rakyat berdasarkan
kontrak. didasarkan pada sebagian prinsip
hukum alam. Secara ringkas mendellgitimasi
dan menjustlfikasi kekuasaan rakyat
didasarkan pada prinsip-prinsip hukum alam.
Inilah problemanya, setidak-tidaknya terlihat
relasi dilematiknya. Seiring dengan
keruntuhan hukum alam, muncullah aliran
hukum positif. Cukup banyak pemikir dalam
aliran ini. Kendall demikian tidak semua

pemlkiran tersebut diuraikan dalam tulisan ini.
Jika hukum alam memiliki fungsi ganda,

karena di atas landasan hukum alam,
kekuasaan absolut ditolak. Demikian juga di
atas landasan hukum alam, pemiklran tentang
negara hukum yang demokratis dibangun.
Bagalmana dengan positivisme? Positivisme
pada dasarnya merupakan reaksi terhadap
hukum alam. Tetapi apakah dimensi-dimensi
hukum alam benar-benar dikesamplngkan?
Secara faktual, tidak demikian. Terdapat
banyakdimensihukum alam yang dilntroduksi .
ke dalam paham positivisme. Paham
kesamaan kedudukan misalnya merupakan
satu dari beberapa dimensi yang diintroduksl
ke dalam positivisme.

Dalam menerangkan negara dan hukum,
aliran Ini sebagalmanadiyakini olehSchimid^^

dalam abad ke 19, praktis tenggelam,
digantlkan oieh aliran Naturalls dan
Organisme. Dalam hal itu arti hukum positif
makin bertambah dalam negara. Buktinya
adaiah kemenangan kaum revolusloner pada
tahun 1789. Kitab Undang-Undang yang
berpedoman pada hasil karya Napoleon,
dibanyak negara semakin kuat kedudukannya.
Di dalamnya dinyatakan bahwa seorang
hakim boleh memutuskan perkara di antara
pihak-pihak yang bersengketa. Mereka wajib
menyerahkan sengketanya pada keputusan
pengadilan.

Hukum tampll sebagai simbol kekuasaan
yang mengagumkan. Tetapi dengan
menampilkan dan menempatkan hukum
demikian tinggi kedudukannya, rupanya
menimbulkan masalah tersendiri. Hukum.
tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya
parameter untuk menjelaskan negara
hukum. DInamlka penyelenggaraan, temyata
meiahirkan distorsi yang dapat menggerogoti
hakikat hukum. Negara hukum Inggris,
misalnya tidak dapat dijelaskan semata-mata
berdasarkan hukum. Kuatnya kedudukandan
peranan pariemen, di samping kepercayaan
yang luar bisa terhadap hukum, merupakan
salah satu faktor penentu eksistensi negara
hukum Inggris. Bukan saja rakyattunduk pada
hukum, melainkan penguasa juga ikut
menghormati dan tunduk pada hukum. Karena
hukum yang dibuat memenuhi standar
keadiian. Apalagi hakim-hakimnya sangat
berwibawa dan ahll di bidangnya;^

Von Schlmid. 'Het Denken OverStaat EnRect In de Negentiende Eeuw'.Terjemahan Buntarman.
Negara dan Hukum. 1985. Jakarta: Eriangga. Him. 161.

^Sunaryati Hartono. 1969. Apakah The Rule of Law Itu?. Bandung: Alumni. Him. 15.
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Masalahnya adalah bagaimana
menjelaskan hal itu, misalnya di ataslandasan
teoritik yang dikemukakan Austin. Polltik,
ekonomi, moral dan budaya tidak mendapat
tempat dalam hukum. Jika demikian halnya
bagaimana menjelaskan unsur keadilan yang
hendak dituju oleh hukum? Ide Austin tentang
Sovereignty sebagalmana digambarkan oleh
Chand" sangat membahayakan prlnsip
negara hukum. Ketaatan orang pada hukum
merupakan sesuatu yang mutlak, bukan
karena hukum Itu adil, melainkan dibuat oleh
kekuasaan. Idiologlnya adalah
mempertahankan atau mempromoslkan
ketertlban atau stabllitas. Sedikit berbeda
dengan Austin, Hart teoritisi posltivis Inipun
sedikit memberikan ruang bag! diterimanya
bahan-bahan non hukum. Tetapi, bukan tanpa
masaiah. Masalahnya introduksi dimensi non
hukum tersebut baru terjadi manakala suatu
sengketa dibawa kepengadilan. Manakala
hakim tidak menemukan pengaturan yang
cukup barulah dilakukan pencarian terhadap
hal-hal non hukum. Hart menyebut bahan-
bahan non hukum dengan "iegaly texture atau
open texture."^^ Pembagian aturan hukum
yang dilakukan Hart kedalam primary/aivdan
secondary law, sesuai substansinya,
khususnya primary law memungkinkan
diterimanya apa yang disebut Iegaly texture

atau open texture tersebut. Tetapi tetap tidak
menghilangkan paradigma posltivis yang
menekankan bahwa dibuat oleh penguasa.
Otoritas atau otonomi relatif hukum, bukan
ditentukan oleh kesesuaiannya dengan
gagasan keadilan masyarakat, melainkan
ditentukan oleh otoritas pembuatnya."

Kendati terdapat kelemahan ide-ide
positivisme dalam menjelaskan dimensi-
dimensi elementer negara hukum. ia memiliki
sumbangan pada dimensi tertentu. Ide
positivisme tentang hierarki aturan hukum
merupakan salah satu elemen kunci dalam
negara hukum. Walaupun diakui, kesesuaian
ide tersebut bukan semata-mata karena
negara hukum. Kesesuaian ide tersebut lebih
merupakan konsekuensi dari terbentuknya
sistem hukum dalam suatu negara hukum.^®

Mengandalkan otoritas hukum semata-
mata pada otoritas pembuatnya (legislator)
secara empirik menimbulkan masaiah.
Masalahnya adalah netralitas hukum dapat
dimanipulasi oleh kekuasaan. Apalagi jika
kekuasaan diberikan kewenangan untuk
membuat hukum. Berkurangnya nilai negara
hukum Amerika disebabkan oleh Presiden
dapat memveto suatu undang-undang yang
dibuat atau telah disetujui oleh Kongres."
Tidak dapat dilupakan bahwa terminologi
negara hukum Formal merupakan gambaran

"Mary Chand. 1994. Modem Jurisprudence. Kuala iumpur: Turbo. Him. 80-81.
^^Richard A. Posner. 1996. Law andLegal Theory in England and America. Oxford: Clarendom

Press. Him 14.

"Joseph Raz. 1983. The Authority ofLaw, Essays on Lawand Morality. OxfordiClarendom Press
Him. 29

"Lawrence M. Friedman. 1975. The Legal Sysfem, ASocial Sciences Perspective. New York;
RusselSage Fundation. Him. 40.

'̂David Apter. Op.Cit. Him. 158.
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penggunaan hukum yang ketat oleh
kekuasaan. .Sebuah negara otoriter yang
mengandalkan hukumpun dapat disebut
negara hukum; negara hukum forma!.
Esksistensi negara hukum formal diukur
berdasarkan eksistensi kelembagaan atau
organ-organ negara.^

Negara hukum demokratis atau materiP
merupakan konsep yang dinamis.
DInamikanya teiietak pada elemen-elemen
dasar yang dikandungnya. Jenis dan ragam
hak asasi manusia, demikian juga kualitas
demokrasi serta tafsir atas kedaulatan rakyat
misalnya merupakan konsep-konsep yang
dinamis. Sehingga dalam perkembangannya
dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian.
Karakter hukum yang dituntut adalah hukum
harus bersifat responslf.^ Peringatan Lev''
tentang upaya mewujudkan negara hukum,
tidak teriepasdaribekerjanya faktor-faktor non
hukum: politik, sosial dan budaya suatu
masyarakat menjadi sangat penting untuk
dipertimbangkan: l^ususnya dalam menimbang
penggunaan teori dan atau paradigma dalam
menjelaskan negara hukumyang demokratis.

Signiflkansi Teoritlk

Dinamika negara hukum, rupanya
merupaka. faktor penentu, jika bukan karena
para positlvis sengaja mengesampingkan

kegagalan positivisme menjelaskan negara
hukum yang demokratis. Tidakkah harus
dipertanyakan para' sosiolog bahwa apakah
rakyat dapat membuat hukum sendiri.
Demikian juga bisakah hukum yang dibuat
sendiri tersebut dapat dipaksakan kepada
siapa saja dalam negara? Judul tulisan Ini
sesungguhnya mengasumsikan penggunanan
paradigma sosiologis. Sebagaimana
dibayangkan oleh para sosiolog (Sociological
Jurisprudence) hukum merupakan refleksi
ataspertarungan, relasiantarkepentingandan
kekuatan; politik maupun ekonomi bahkan
budaya dalam masyarakat.

Pound, demikian juga Parson dan Philip
Zelsnick, untuk menyebut beberapa nama di
antara pakar Socioiogical Jurisprudence,
sebagaimana dijelaskan Lyod'' memandang
hukum sebagai hasil dari relaskelasi empiris
dalam kehidupan sosial masyarakat. Parson
misalnya menganalisis relasi antara legal
system dengan political Sysfem. Memang
analisis seperti ini menjadi mutlak karena
Parson menggunakan pendekatan
Fungsional. Soalnya sebetuinya tidak terletak
pada pendekatan tersebut. Tetapi bagaimana
hukum sebagai suatu realitas dalam
masyarakatdibayangkan oleh Parson. Di lain
sisi. Pound sebagaimana dijelaskan oleh
Lloyd's menyatakan bahwa jika fungsi hukum
dikembangkan sebagaialatkontrol masyarakat

®W. Frideman. Op.Cit Him. 489.
^Ibid.

'"Mulyana W. Kusuma. 1988. Hukum, Politikdan Penibahan Sosial. Jakarta;YLBHI. Him. 21.
''Daniel S. Lev. 1991.Hukumdan Perubahan PolitikDiIndonesia, Kesinambungan dan Perubahan.

Jakarta: LP3ES. Him. 39.

''Lloyd's and M.D.A Freeman. 1985. Introduction to Jurisprudence. London: Steven &Son. Him.
575-577.
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(Amerika) sesuai perkembangannya. maka
tidak bisa lain kecuall harus diselaraskan
dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Bagalmana menjelaskan sikap MPR dan
gagasan negara hukum dalam konteks
sosiologl. MPR merupakan sebuah lembaga
yang memiliki otorltas "legal power maupun
no rival authority. Berdasarkan kekuasaan dan
kewenangan yang disandangnya, maka
lembaga Ini dapat mereformulasi gagasan
negara hukum danmenuangkannya ke dalam:
UUD atau melalui ketetapannya. Di sis! Iain,
keanggotaan MPR berasai dari selain partai
politik, juga utusan golongan dan daerah.
Mereka memiliki kepentingan politik yang
berbeda antara satu dengan lalnnya. Di sisi
lain masyarakat pun memiliki agenda tersendiri,
setidaknya menghendaki agar direformulasi
atau menegaskan ukuran-ukuran negara
hukum.

Kenyataan tersebut di atas menandakan
bahwa terdapat demikian banyak kepentingan
yang harus dikompromikan. Bagi anggota MPR
sendiri kepentingan mereka akanmenentukan
sikap mereka terhadap rumusan negara
hukum. Realitas ini memiliki relevansi dengan
teori Dawson" tentang konstitusi, lepas dari
tertulis atautidak. Konstitusi dalam pandangan
Dawson merupakan kristalisasi dari
kepentingan politik, ekonomi, dan budaya
pada zamannya. Dinamika dan tekanan
nasional merupakan faktor-faktor yang
merangsang perubahan konsepsi konstitusi.

Di samping teori tersebut, sikap MPR, karena
berkorelasi dengan kepentingan politik, maka
memiliki relevansi dengan teori Friedman^^
tentang sistem hukum. Khiisusnya tentang
budaya hukum. Budaya hukum, sebagai
bagian dari sistem hukum berfariasi dalam
satu komunitas masyarakat. Fariasi budaya
hukum tersebut ditentukan oleh kepentingan,
orientasi nilai dan tujuan-tujuan masyarakat
atau kelompok tersebut

Individualisme barat, yang tertransformasi
ke dalam segmen kehidupan masyarakat,
harus dimengerti dalam konteks sosialhistoris
kemunculannya. Individualisme yang
ditransformasi ke dalam hubungan antara
rakyat dengan pemerintah, dimaksudkan untuk
mengelimlnasi praktik kekuasaan tersembunyi.
Kekuasaan silentpower di masa laiu, telah
melahirkan diskriminasi, bukan sajapelayanan
terhadap publik, melainkan menimbulkan
diskriminasi. Auerbach^ meiihat esensi dari
transformasi tersebut adalah menghindari
terbangunnya hubungan yang bersifat
patemalistik. Legalisasi sosiologis atas konsep
tersebut merupakan kontras terhadap
otokratisme tua. Dari sudut ini teriihat juga,
sedang terbangun sebuah nilai baru;
individualisme.

Kendati demikian tidak mudah untuk
ditransformasi secara sistematis ke dalam
rumusan-rumusan hukum menjadi suatu
konsep hukum. Ambiguitas akan semakin
nyata manakala diperdebatkan secara formal

"Robert Mc Gregcr Dawson. 1957. The Goverment ofCanada. Toronto: University of Toronto Press
Him. 137.

^L. M. Friedman. 1984. American Legal System. New York: W. W. Northon. Him. 5-10.
"Jerold S. Aurbach. 1983. Justice Whitouth Law. New York: Oxford University Press. Him. 29.
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dan politis dalam sebuah institusi polltik atau
hukum yang otoritatif. Dalam konteks Indonesia,
MPR misalnya, mengorientasikan, demlkian
juga memberikan suatu termlnologi menjadi
nilai bersama yang bermakna legalistik secara
sistematik memerlukan perhatian lebih.
Unintended Consecuences, misalnya
mempakan suatu konsep yang mengisyaratkan,
betapaselalu teijadi sesuatu yang terbayangkan
ketika sebuah konsep hukum dirumuskan.
Secara kalkulatif. kemunculan unintended
consecuences berkoreiasi dengan tiga hal:
Pertama, konsep dan termlnologi baru
tersebut memilikl keselarasan eksistensial

dengan nilai yang sesungguhnya; Kedua,
bagaimana kemungkinan penerapannya;
Ketiga, keselarasan public policy dan
ketekunan dalam melaksanakannya.^

Kendati berbeda setting dan objek yang
dibahas, konflik nilai, tentu karena perbedaan
dankompetisi antara penganut danpendukung,
Rickard Quiney^^ melihat secara statistical
masyarakat tersegmentasi ke dalam berbagai
segmen. Setiap segmen memilikl nilainya
sendiri, dan mengorganisasikan kelompoknya
untuk mempromoslkan nilai-nilai tersebut.
Bagaimana relasinya dengan pemerintah.
Bag) Quiney, pemerintah sebagai satu
segmen politik memilikl kekuataan yangdapat
memaksakan nilainya untuk dianut sebagai
socialconductbag! masyarakat. Hukum, bagi
Quiney diformulasikan sesuai dengan

kepentingannya. Demokrasi yang dipahami
dalam termlnologi barat sebagai pemerintahan
dari rakyat untuk rakyat, harusdipahami dalam
konteks nilai dianut oleh masyarakat barat
pada zamannya. Kebangkitan demokrasi
sebagai sebuah nilai, didorong oleh
penghancuran eksistensial manusia secara
utuh. Penghancuran Ini terjadi dan dilakukan
dalam kekuasaanyang bersifatmonarchy atau
otokratis.^® Konstruksi independenci
pengadilan, sebuah elemen dasar dari
gagasan negara hukum, misalnya. merupakan
reaksi atas instrumentasi pengadilan oleh
kekuasaan absolut. Bagaimana mengaiihkan
konteks sosial uraian-uraian tersebut ke dalam

konteks reformulasi gagasan negara hukum
di Indonesia? Demikian juga bagaimana
menentukan signifikansinya dalam
penggunaan teori.

MPR, sebagai sebuah institusi
konstitusional, karena wewenang yang
disandangnya, memilikl kekuasaan untuk
mereformulaslkan gagasan negara hukum.
Persoalannya adalah, institusi tersebut tidak
berbicara sendiri meiainkan melalui ketua dan

anggotanya. Disebabkan oleh keragaman
nilai, keyakinan dan kepentingan politik yang
disandangnya pula, maka setidak-tidaknya
menimbulkan beberapa persoalan. Pertama,
Reformulasi gagasan negara hukum,
bagaimanapun akan melintasi perdebatan,
pertarungan~dan pada tingkat yang paling

^Roman Tomasaic. 1980.Legislation and Society inAustralia. Nort SidneyAustralia: Geoige Allen
& Unwin. Him. 35. "

^RichardQuiney. 1970. The Soc/a/Rea//ty of Crf/ne. New York: Litle Brown. Him. 39.
^James Robert. "Recapturing Democracy ina Modem Age." Dalam Eugene Coutran danAbdel Gemar

Sharif. 1999. Democracy, Rule oflaw andIslam. London: Cimel. Him. 74.
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mungkin akan dilakukan kompromi. Kedua
Perdebatan, pertarungan dan kompromi
tersebut akan berlangsung dalam tahapan
pembahasangagasan negara hukum. Ketiga,
kekuatan dan keseimbangan politik akan
sangat menentukan tingkat, sifat, dan corak
perdebatan.

Gagasan negara hukum yang demokratis
merupakan refieksl dan reaksi atas kekuasaan
sewenang-wenang, sesuai kadar dan
persepsi yangterkristal dalam masyarakat dan
diapresiasi oleh MPR, dapat dijadikan suatu
asumsi yang apficable. Di sisi lain hukum,
diasumsikan sebagai refieksl atas relasi,
kepentingan dan niiai yang berkembang
dalam masyarakat dan diberi bentuk hukum
oleh Institusi negara yang otoritatlf. Gagasan
yangdiformalkan dalam konstitusi atau produk
konstituslonal lalnnya,merupakan refieksl atas
nilal soslal, budaya ekonomi dan politik
masyarakat. Tentu merupakan puncak-
puncak dan kristallsasl darl perdebatan,
pertarungan serta kompromi para perumus.
Berdasarkan uraian tersebut, maka teori yang
layak digunakan adalah teori sistem hukum
Friedman. Teori Ini ditopang oleh teori Lev.
Menurut Lev^^ realisasi gagasan negara
hukum membutuhkan bekerjanya faktor
hukum dan non hukum. Demikian juga teori
Dawson'"^ tentang perubahan konstitusi
sebagai pengadaptaslan gagasan-gagasan
baru, nasional maupun Intemasional.

38L. M. Friedman. Op. Cit Him. 219-220.
*®Dawson. Op.Cit Him. 137.

Simpulan

Sungguhpun teori hukum alam, begitu
juga posltivisme memiliki signifikansi dalam
menjelaskan fenomena negara hukum,
secara faktual teori-teori tersebut memiliki

beberapakelemahan. Kelemahannya terletak
pada pembenaran terhadap postur negara
yang bercorak otorltarian. Sehingga tidak
terlampau tepatuntuk digunakan menjelaskan
fenomena negara hukum yang demokratis.
Apalagi menjelaskan proses pengadaptaslan
asplrasidemokratik masyarakat tentang postur
kehidupan bernegara.

Konvigurasi nilai, kepentingan, harapan
dan persepsi komunitas politik di MPR, secara
teoritik menandai signifikansi teori sistem yang
dikembangkan Friedman. Tiga unsur dasar
dalam teori tersebut: substansi, struktur dan
budayahukum, lengkap denganconstrain dan
efek-efeknya, secara fungsional sangat
komprehensif untuk mengungkap fenomena
perumusan gagasan negara hukum yang
dilakukan oleh MPR. Jika hendak

dikelompokan berdasarkan aliran-aliran
pemikiran dalam fiisafat maupun iimu hukum,
makateori ini beradadalam kawasan sosiologi
hukum {Sociological jurisprudence).

Hukum tatanegara mutakhir akan menjadi
lebih kaya, balk dalam konteks analisis
maupun penyajian informasi, jika dijelaskan
berdasarkan paradigma sosiologis. Tujuan itu
akan tercapai bila diperhatikan dua hal.
Pertama, isu-isu yanghendakdijelaskan harus
diperiksa dan disajikan secara kritls. Kedua,
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harus dihindari gaya penyajian model Jerman,
terutama tradisi Hegelian. Tradisi yang
menganggap apa yang nyata adalah rasional,
dan yang rasional adalah yang nyata. •
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